dan

tentang Pendinian Satuan Satuan Pendidikan Nonformal;

d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayuan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjo Sama
W dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembags Pendidikan Auning Dhengn
Lembagn Pendidikan di Indonesia;

¢ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung:

f  Peraturan Dasrah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha;
Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian

Satuan Pendidikan

Kepadi
Nama
Almat

Nama Perusahaan/Yayasan
Nama Lembags

Alamat Lembaga

Jenis Pendidiican

Jenis Layanan

Masa Berlaku

Dengan ketentuan sebagai berilout:

MENGIZINKAN:

JEFFRY RICHARDO PASOREH

JALAN MERKURI TENGAH ¥V NO. 5, RT. 10, RW. 08, KOTA BANDUNG,
JAWA BARAT

PANDU KUSIUMA MARTONG SUDARMADI

PANDU KUSUMA

JALAN MERKURI TENGAH V NO. 5 RT. 10 RW. B KELURAHAN
MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASAR] KOTA BANIUNG, JAWA BARAT
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKEM)

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  (PKBM)-PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN KEAKSARAAN

BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB
DAFTAR ULANG SETIAP | (SATU) TAHUN

1. Mentaati peraturan prrundang-undangan yang berlaku
2 Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 7 Juli 2023 sesum dengan wajibk dafiar ulang setinp 1

featu) tahun

Bandung. 7 Jufi 2022

Diinndatangani Secarg
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2505220055949

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan PANDU KUSUMA MARTONO SUDARMADI
2. Alamat Kantor : JI. Merkuri tengah V No. 5, Desa/Kelurahan Manjahlega, Kec. Rancasari,

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40286

No. Telepon : 081394930600

Email : padumarsufoundation@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Mei 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
=, 0}

=
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Mei 2022

AN

D ini diterbi sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. Balai
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilak baik b i inya. {' Sertifikasi
D ini tefah dit i secara efektronik mer sertifikat ik yang diterbit oleh BSrE-BSSN. ? Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2505220055949

No| Kode KBLI| Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifikasi Risiko _Perizinan Berusaha
Jenis Legalitas
1185440 Satuan JI. Merkuri Tengah V No. 5 Bandung, [Tinggi NIB Untuk persiapan
Pendidikan [Desa/Kelurahan Manjahlega, Kec. kegiatan usaha
Kerjasama [Rancasari, Kota Bandung, Provinsi 1zin Untuk operasional
Pendidikan |Jawa Barat dan/atau komersial
NonFormal [Kode Pos: 40286 kegiatan usaha
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.
1. D ini diterbi sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilak baik b. i inya. {' Sertifikasi
3. D ini telah di i secara elektronik mer sertifikat ik yang diterbit oleh BSrE-BSSN. 2 Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melaiui sistem OSS menggunakan hak akses.




